
BUPATI BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR 

NOMOR 1  TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2024 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLITAR, 

a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2024 memerlukan biaya yang cukup besar

dan tidak cukup hanya dianggarkan dalam satu tahun

anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Blitar perlu

menyisihkan dana dari beberapa tahun anggaran

melalui pembentukan dana cadangan;

b. bahwa pembentukan dana cadangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dengan melihat

kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu 

membebani keuangan daerah pada tahun anggaran 

berkenaan yang dapat mempengaruhi pendanaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah 

dapat membentuk dana cadangan guna membiayai 

kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam 

satu tahun anggaran, yang pengaturannya ditetapkan 

dengan peraturan daerah; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan

Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Blitar Tahun 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4 286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);
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6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ket.erbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t.entang Pembentukan

PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t.entang

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
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10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pera.tu.ran

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 654 7);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor5165);

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019

tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR 

dan 

Menetapkan 

BUPATI BLITAR 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA 

CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2024. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan pnns1p otonomi seluas­

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.

4. Bupati adalah Bupati Blitar.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blitar.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Blitar.

7. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih

Bupati dan Wakil Bupati secara langsung yang

dilaksanakan pada tahun 2024.
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8. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Blitar Tahun 2024 yang selanjutnya disebut

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan dari

beberapa tahun anggaran untuk membiayai

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blitar Tahun 2024.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

10. Tahun Anggaran Berkenaan adalah tahun anggaran pada

waktu diselenggarakannya pemilihan Bupati dan W akil

Bupati, yaitu tahun anggaran 2024.

11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung

seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

( 1) Maksud pembentukan Dana Cadangan adalah untuk

membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam

rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blitar Tahun 2024.

(2) Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk

menyediakan dana penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024.
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BAB III 

BESARAN DAN RINCIAN SERTA JANGKA WAKTU 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

Pasal 3 

( 1) Besaran Dana Cadangan untuk penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024 

ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima 

miliar rupiah). 

(2) Dana Cadangan dapat dipergunakan setelah tercapai

jumlah besaran Dana Cadangan yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah ini.

(3) Pembentukan Dana Cadangan untuk penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disisihkan secara

bertahap selama 2 (dua) tahun anggaran, yaitu tahun

anggaran 2022 tahun anggaran 2023 dengan besaran

sebagai berikut:

a. APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 

Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 

b. APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 

Rpl5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

BAB IV 

SUMBERDANA 

Pasal 4 

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan 

APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan 

penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk 

pengeluaran tertentu. 
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BABV 

PENEMPATAN DAN PENGALOKASIAN DANA CADANGAN 

Pasal 5 

( 1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri

dan dikelola oleh pejabat pengelola keuangan daerah

selaku bendahara umum daerah.

(2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesua1

peruntukannya, maka Dana Cadangan tersebut dapat

ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil

tetap dengan risiko rendah.

(3) Penerimaan hasil bunga/ jasa giro/imbal

hasil/ dividen/keuntungan atas rekening Dana Cadangan

dan/ atau penempatan dalam portofolio dicantumkan

sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 6 

( 1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana

Cadangan dalam Tahun Anggaran Berkenaan sesuai

dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

ini.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah ke

rekening Dana Cadangan.

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan surat perintah kuasa bendahara

umum daerah atas persetujuan pejabat pengelola

keuangan daerah.

BAB VI 

PENGGUNAAN DANA CADANGAN 

Pasal 7 

( 1) Dana Cadangan dipergunakan sesuai dengan tujuan

pembentukan Dana Cadangan, yaitu untuk membiayai

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2024.
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(2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke

rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan

rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai

peruntukannya.

(3) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke

rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat

perintah pemindahbukuan oleh kuasa bendahara umum

daerah atas persetujuan pejabat pengelola keuangan

daerah.

BAB VII 

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 8 

Penatausahaan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub 

kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan 

sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD. 

Pasal 9 

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak 

terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. 

Pasal 10 

( 1) Kekurangan biaya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2024 dianggarkan pada APBD Tahun

Anggaran Berkenaan.

(2) Dana Cadangan yang tidak digunakan untuk

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan peraturan

perundang-undangan dan/ atau perubahan sistem

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka

Dana Cadangan dipindahbukukan ke rekening Kas

Umum Daerah pada tahun anggaran 2024.
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(3) Apabila Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran Berkenaan

dikarenakan adanya perubahan jadwal, maka Dana

Cadangan dipindahbukukan ke rekening Kas Umum

Daerah pada tahun anggaran sesuai tahun pelaksanaan

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

(4) Dalam hal kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dan target

kinerjanya telah tercapai namun masih terdapat Dana

Cadangan yang belum dipergunakan maka Dana

Cadangan tersebut dipindahbukukan ke rekening Kas

Umum Daerah pada tahun anggaran 2024.

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar. 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 4 '.:p:::-il 2c:22

Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal 4 ·:pril 2C 2 2 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022 NOMOR .]/� .... 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 7-1/2022 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI 

DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2024 

I. UMUM

Bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Blitar Tahun 2024 diperlukan biaya yang cukup besar yang 

tidak dapat dipenuhi dari APBD tahun anggaran berkenaan secara 

sekaligus. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah berupaya 

untuk menggali dana dan mencari sumber pembiayaan guna mendanai 

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna 

membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) 

tahun anggaran, yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah memandang 

perlu untuk menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan Dana 

Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Bupati 

dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2024. 
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR �1. 




